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Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat Tuhan Yang
Maha Kuasa sehingga laporan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi Kebijakan
Informasi Publik (KIP) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I tahun
2023 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini merupakan sebuah upaya nyata untuk melakukan perbaikan internal
lembaga. Kegiatan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari maklumat kesanggupan
mengikuti ZI-WBK. Kegiatan yang dimaksud analisis bagian dalam proses yang
dilakukan dalam menjalan tupoksi lembaga.

Kegiatan ini berusaha memberikan deskripsi pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan dan evaluasi Kebijakan Informasi Publik (KIP) Triwulan I Tahun 2023 yang
sudah dilaksanakan. Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan ini, secara internal Kantor
Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengetahui ketepatan pelaksanaan dan alur,
kesesuaian pelaksanaan dan prosedur yang diharapkan, dan saran perbaikan alur
pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik (KIP) yang harus dilengkapi.

Harapan kami, semoga hasil kegiatan ini mempunyai nilai guna dan manfaat bagi
pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang tata laksana Kebijakan

Informasi Publik (KIP).
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BAB 1
LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN DAN EVALUASI
KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK (KIP) TRIWULAN 1

Berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I Berdasarkan kegiatan
pengawasan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Triwulan
I tahun 2023 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada beberapa rekomendasi
atau saran perbaikan yang dilakukan. Rekomendasi atau saran tersebut antara lain,
yaitu pemberian pelatihan bagi petugas layanan informasi publik dan tim Pejabat
Pengelola Informasi Publik minimal satu kali dalam setahun untuk perbaikan kualitas
layanan dan pemagangan bagi petugas layanan informasi publik dan tim Pejabat
Pengelola Informasi Publik pada setiap bagian layanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Kedua poin tersebut merupakan hasil dari data instrumen yang tim
lakukan sebagai bentuk dari metode pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan
Informasi Publik (KIP) Triwulan I tahun 2023.

Dari hasil rekomendasi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah
melaksanakan salah satu rekomendasi, yaitu rekomendasi poin nomor dua. Poin
rekomendasi perbaikan dengan pemagangan bagi petugas layanan informasi publik
dan tim Pejabat Pengelola Informasi Publik pada setiap bagian layanan Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dilaksanakan pada pertengahan bulan April
yang diawali dengan pemagangan pada layanan penerjemahan. Metode pemagangan
selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap dan bergiliran bagi petugas layanan

informasi publik maupun tim pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan
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Dokumentasi (PPID). Sedangkan, untuk rekomendasi pada poin pertama, yaitu
pemberian pelatihan bagi petugas layanan informasi publik dan tim Pejabat Pengelola
Informasi Publik minimal satu kali dalam setahun untuk perbaikan kualitas layanan
belum bisa dilaksanakan karena terkait penyesuaian anggaran dan jadwal kegiatan.
Rekomendasi ini akan berusaha dilaksanakan dengan jadwal rentang waktu bulan
Mei—November 2023. Kendala anggaran menjadi salah satu faktor utama dalam

pelaksanaan tindak lanjut kegiatan ini.



